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Akselerasi Pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan Sektor Perdesaan
dan Perkotaan melalui Virtual
Account secara Kolektif", yang
bertujuan untuk mengoptimalkan
peran Badan Pengelola Pajak
Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ilir dalam pelayanan perpajakan
dan inovasi di bidang pajak daerah.
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    Seiring dengan pesatnya
perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK) di era globalisasi,
setiap daerah, termasuk Kabupaten
Ogan Komering Ilir (OKI), dituntut untuk
menggali dan mengembangkan potensi
yang dimilikinya, terutama setelah
diberlakukannya otonomi daerah.
Kabupaten OKI, yang merupakan
kabupaten terluas di Sumatera Selatan
dengan luas 17.071 km² dan jumlah
penduduk sekitar 779.893 jiwa,
menghadapi tantangan dalam
mengelola potensi wilayah yang terdiri
dari rawa, daratan, sungai, pantai, dan
laut. 
    

LATAR BELAKANG

      Dari data diatas dapat dilihat
Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Ogan
Komering Ilir pada 2021-2023 belum
mencapai target hingga triwulan IV,
sementara batas akhir pembayaran
jatuh tempo pada akhir triwulan III.
Kendala utama meliputi luasnya wilayah
yang menyulitkan penghimpunan
pembayaran secara manual oleh
perangkat desa, yang memakan waktu,
rawan kerusakan, dan berisiko human
error serta kecurangan. Proses input
data pembayaran yang memakan waktu
lama juga meningkatkan potensi
kesalahan. 
  

PENDAHULUANPENDAHULUAN

  Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 73
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir. Badan
Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten
OKI selaku OPD yang bertugas
mengoptimalkan pendapatan asli daerah
(PAD) yang secara khusus bersumber dari
pajak daerah mengelola 11 Pajak Daerah.
Salah satu Pajak yang dikelola yaitu Pajak
Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 merupakan
Pajak yang memiliki potensi yang cukup
besar sehingga membutuhkan suatu
prosedur pengelolaan perpajakan dengan
memanfaatkan teknologi informasi. 

    Oleh karena itu, diperlukan sistem
pembayaran yang lebih efisien, seperti
penggunaan Virtual Account secara kolektif,
yang memungkinkan perangkat desa untuk
menghimpun dan membayar PBB-P2
sekaligus melalui mobile banking, tanpa
harus datang ke payment point BPPD.
Sistem ini memudahkan monitoring
pembayaran secara real-time oleh
masyarakat, mempercepat proses, dan
meningkatkan transparansi. Proyek
perubahan ini bertujuan untuk
mengakselerasi penerimaan pajak daerah
dan meningkatkan kualitas pelayanan
publik serta daya saing daerah.
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             Badan Pengelola Pajak Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir
menghadapi masalah dalam
pengelolaan dan pemantauan pajak
yang efektif, serta risiko kecurangan
oleh sumber daya manusia (SDM)
dalam pelayanan pembayaran pajak.
Proses pengelolaan dokumen
pembayaran secara manual juga
rawan kesalahan dan memakan
waktu. 
           Kendala utama disebabkan oleh
cakupan wilayah yang luas, terutama
di daerah terpencil, serta rendahnya
kesadaran wajib pajak dan
ketergantungan pada metode manual.
Hal ini menghambat optimalisasi
pendapatan dari Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2), yang seharusnya
menjadi sumber pendapatan penting
untuk pembangunan daerah. 
          Dampak dari masalah ini adalah
pendapatan asli daerah (PAD) yang
belum maksimal, sehingga
menghambat pembangunan sarana
dan prasarana untuk peningkatan
kualitas hidup masyarakat. Untuk itu,
diperlukan solusi berbasis sistem
digital untuk mempercepat dan
mempermudah proses pembayaran
pajak serta meningkatkan pendapatan
daerah. Oleh sebab itu, dalam
memecahkan permasalahan ini,
dibuatlah menggunakan Analisa
Causal Map sebagai berikut : 

            Berdasarkan analisis casual map, pendapatan
PBB-P2 yang belum optimal disebabkan oleh beberapa
faktor, dengan penyebab utama adalah luasnya
cakupan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang
menyulitkan Wajib Pajak dalam mengakses informasi
dan melakukan pembayaran. 
              Sebagai solusi, diusulkan penerapan sistem
pembayaran Virtual Account secara Kolektif dengan
melibatkan Kepala Desa dan Camat setempat. Saat ini,
proses pembayaran PBB-P2 masih dilakukan secara
manual, di mana masyarakat menyerahkan SPPT dan
pembayaran kepada perangkat desa, yang kemudian
mengumpulkan dokumen fisik untuk dibawa ke
Payment Point BPPD. 
             Proses ini memakan waktu lama, berisiko
kehilangan atau kerusakan dokumen, serta berisiko
kesalahan atau kecurangan dalam penginputan data
pembayaran oleh petugas bank. Proses ini juga dapat
berlangsung lebih dari satu hari sebelum Wajib Pajak
menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB-P2.

RANCANGAN PROPERRANCANGAN PROPER
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          Program Akselerasi Pembayaran PBB-P2 melalui Virtual Account secara Kolektif
mulai terlaksana pada Oktober 2024 diawali dengan tahapan persiapan, dengan
melaporkan ide ini kepada Sekretaris Daerah selaku mentor. Diikuti dengan rapat-
rapat dimulai rapat internal Badan Pengelola Pajak Daerah OKI untuk mendapatkan
masukan dari staf, kepala sub bagian, kepala bidang dan sekretaris tentang bagaimana
Program Akselerasi Pembayaran PBB-P2 melalui Virtual Account secara Kolektif ini
dikemas dan dirumuskan agar benar-benar bisa efektif dilaksanakan.  

            Proses pembayaran PBB-P2 melalui Virtual Account secara Kolektif dimulai wajib
pajak atau masyarakat desa menitipkan/ menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT) dan pembayaran PBB-P2 kepada perangkat desa. Perangkat desa
menginput data pembayaran PBB-P2 memalui esppt.kaboki.go.id. setelah melakukan
proses penginputan dan akan muncul nomor virtual account kolektif. Selanjutnya,
proses pembayaran dapat dilakukan perangkat desa melalui mobile banking atau
payment point secara kolektif atau sekaligus dengan satu nomor virtual account.
Setelah proses pembayaran selesai dilakukan, petugas desa maupun wajib pajak dapat
melihat bukti bayar secara real-time melalui esppt.kaboki.go.id. Untuk bukti lunas dari
esppt.kaboki.go.id dapat disertai dengan stempel kepala desa Alur proses pembayaran
PBB-P2 melalui Virtual Account secara kolektif.

        Berdasarkan analisis masalah
yang dimulai dari identifikasi
masalah isu strategis, kemudian
dilakukan analisis isu strategis
dengan pendekatan analisis
Casual Map, maka rencana
strategi yang akan digunakan
untuk menyelesaikan masalah
yang muncul adalah “Akselerasi
Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan sektor Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) melalui Virtual
Account secara Kolektif”.
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Rencana Aksi Jangka Menengah

Rencana Aksi Jangka Panjang

Program jangka menengah akan dilaksanakan
dan dicapai dalam waktu 6 s.d 12 bulan.
Pelaksanaan program jangka menengah
memanfaatkan program Akselerasi Pembayaran
PBB-P2 melalui Virtual Account secara Kolektif
dengan terus mendorong semua stakeholder
mengimplementasikan, evaluasi pelaksanaan
dalam memperkuat program, rapat koordinasi,
serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Program jangka panjang akan ditempuh kurang
lebih 12 bulan, sebagai kelanjutan dari program
jangka pendek dan menengah. Pada program
jangka Panjang ini yang akan dicapai
Memantapkan Program Akselerasi Pembayaran
PBB-P2 melalui Virtual Account secara Kolektif,
untuk tetap berjalan dan menjadi familiar bagi
masyarakat.

Program jangka pendek akan dicapai dalam
kurun waktu 2 bulan, memadukan hasil
pelatihan kepemimpinan digital, kepemimpinan
kewirausahaan dan pengelolaan organisasi,
dimulai dari konsultasi kepada Mentor untuk
menentukan persetujuan atas inovasi proyek
perubahan yang akan dilaksanakan dan
dikuatkan dengan disusunnya Tim Pelaksana
Proyek Perubahan, pelaksanaan kolaborasi,
bimbingan dan Pelayanan kepada Masyarakat,
pelaksanaan pengembangan sistem
Pembayaran PBB-P2 melalui Virtual Account
secara kolektif, dan terlaksananya monitoring
dan evaluasi (monev).

Rencana Aksi Jangka Pendek
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KETERKAITANKETERKAITAN  
MATA PELATIHANMATA PELATIHAN

Manajemen pemerintahan adalah proses
pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan
organisasi, melibatkan badan eksekutif, legislatif,
dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah.
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014,
penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan
dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan
tugas pembantuan. Di era industri 4.0,
pemerintah daerah menghadapi tantangan
perubahan masyarakat dan perilaku yang dipicu
oleh teknologi, yang mengharuskan
penyederhanaan birokrasi dan pelayanan publik
yang efisien serta transparan. Digital governance
memerlukan kemampuan dalam tata kerja,
manajemen talenta, dan penggunaan teknologi,
dengan fokus pada kapabilitas, budaya anti-
korupsi, kebijakan adaptif, dan sistem anggaran
terintegrasi untuk mendukung flexible working
dalam pelayanan publik.

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup
rencana pembangunan jangka panjang, menengah,
dan tahunan yang melibatkan pemerintah pusat dan
daerah, dengan dukungan pendanaan yang cukup.
Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung
jawab atas pengelolaan keuangan negara, yang
dikuasakan kepada Menteri Keuangan,
Menteri/Pimpinan Lembaga, dan Kepala
Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan
harus mengikuti prinsip fiskal yang konsisten,
efisiensi alokasi, dan efisiensi pelaksanaan. Untuk
mengatasi keterbatasan anggaran, Indonesia
menerapkan sistem penganggaran seperti
Anggaran Terpadu, Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah, dan Penganggaran Berbasis Kinerja,
yang mengintegrasikan perencanaan,
pengalokasian dana, dan pencapaian kinerja yang
efisien.Kepemimpinan, terutama dalam era digital,

melibatkan pemimpin yang memengaruhi
pengikut untuk mencapai tujuan organisasi.
Dengan perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi (TIK), lahirlah gaya
kepemimpinan baru, yaitu e-leadership, yang
memanfaatkan teknologi untuk menghadapi
tantangan bisnis. Pemimpin digital harus
memiliki karakteristik seperti visi inovatif,
kemampuan berjejaring, mengatasi
kompleksitas, serta bersikap terbuka dan
transparan. Selain itu, mereka harus mampu
memotivasi tim, menerapkan gaya
kepemimpinan demokratis, beradaptasi
dengan perubahan, dan terus belajar untuk
mendukung transformasi digital dalam
organisasi.

1.  Manajemen Pemerintahan

2. Manajemen Keungan Negara

3. Kepemimpinan Gigital
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 Meningkatnya kemampuan analisis
dalam mengidentifikasi kebutuhan
pelayanan pajak daerah untuk
memecahkan masalah proses dan
risiko yang ada.

1.

 Meningkatnya kemampuan
membangun kerja sama dan
kolaborasi dengan stakeholder untuk
mendukung reformasi birokrasi
berbasis teknologi.

2.

 Meningkatnya kemampuan
manajerial dalam mengorganisasikan
pihak-pihak terkait dan melibatkan
pemangku kepentingan untuk
semangat kolaborasi dan harmonisasi.

3.

 Mendukung transformasi digital
dalam pelayanan pajak daerah untuk
meningkatkan kemudahan,
transparansi, akurasi, dan mengurangi
biaya serta kesalahan administrasi.

4.

Leasson Learned

PENUTUP
Kesimpulan

Proyek perubahan "SIAP PAK" bertujuan
untuk meningkatkan kontribusi Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan
Perkotaan (PBB-P2) terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan
memberikan kemudahan pembayaran
melalui Virtual Account secara kolektif.
Proyek ini fokus pada kemudahan bagi
perangkat desa dalam melakukan
pembayaran PBB-P2, yang sejalan
dengan upaya peningkatan kualitas
pelayanan publik dan partisipasi
masyarakat, serta mencerminkan tata
kelola pemerintahan yang baik.
Berdasarkan capaian tahapan jangka
pendek yang telah terlaksana, termasuk
11 milestones, proyek ini akan
dilanjutkan pada tahapan jangka
menengah dan panjang sesuai dengan
dinamika dan kebutuhan yang
berkembang, dengan arahan dan
bimbingan dari Mentor pasca seminar.
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